
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH 
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 3 TAHUN 2001 

TENTANG 

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI 

NUSA TEHG&ARA TIMUR 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

Menimbang : a. bahwa sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana. Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu dapat 
diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan 
bcrdasarkan Peraturan Pcrur.dang-undang ar. yang 
berlaku ; 

b. bahwa bera'asarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun\ 
1999 tcntong Pcmcrintahcr, Daerah Pasa! 7-4, 
memberikon kewenongan kepodo Pemerintah Daerah 
untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik 
Pegawai NegerrSipi! Daerah; 

c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai 
dengan kondisi scat ini, sehingga perlu ditinjeu 
kembali ; 
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d. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipii DI Lingkungan 
Pemerintah Propinsi Nure Tenggara Timur ; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Ball. Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Neaara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 1649) ; 

2. 'Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok ICepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dsrigan Undang-undang 
fyinmop A3 Tahun 1999 tsntang Perubahan Atas 
Undana-undana Nomor 8 Tohun 1974 tentana Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 
i w n w i i O ; ( 1 W I I U U M U I I U S I I I W U I M M i W g u i «a i n v m u i 

3«onv 

3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
I %*4t1**f i f l t U I I U I I W W w i t ^W«IMI/UI U l l W I W M U f l 

1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negora Nomor 
3839) : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tznfang 
Peiaksanaan Kitab \.indang-Vndar*g Hukum Acoro. Pidana 
(Lembaran hiegara Tahun i983 Nomor 36. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258) ; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikai di Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Nemer 3373); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan SCewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3952) ; 

Nomor 6 Tahun 2000 tentano Penaundanaan Peraturan 
«* «^ 

Daerah dan iCeputusan Gubernur (Lembaran Daerah 
Tahun 2000 Nomor 264 seri D Nomor 264); 

9. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Teriggara Timur 
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi 
A T _ x _ t / : _ r-*: r> k I., . — T : _ . , _ 
G u n I U I U j u u>iriuo i i i/pir«5i I O U M I i C / i y y u i u i miu i 

(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 seri D 
Nomor 349) ; 

10. Psraturan Das rah Propinsi Nusa Tanggcra Ti.v.ur 
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 
K U — - ~ OEM - — . i I*\ M- - . * . . OK1 \. 

11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 
11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kcrja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 
Nomor 353 seri D Nomor 353); 
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Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH PROPINSI 
NUSA TENGGARA TIMUR, 

MEMUTU5KAN : 

Msnetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA 
TIMUR TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 
D I LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI NUSA 
TENGGARA TIMUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasai 1 

Daiam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. uaerah adaiah Propinsi Nusa Tenggara Timur. 
2. Pemerintah Dcsrah adaiah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. 
3. Gubernur adaiah Gubemur Nusa Tenggara Timur. 
4. Penyidik adaiah Pejabat Poiisi Negara Repubiik Indonesia atau 

Pejabat Pegawai Negeri Sipii tertentu yang diberi wewenang khusus 
oieh Vndang-ur.d&ng untuk melakukan penyidikan. 

5. Penyidik Pegawai Negeri S!pi| adaiah Pejabat Pegawai Negeri Sipi! 
tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran Pzraturar, Daerah yang selanjutnya disebut PPNS 
Daerah. 
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6. Pegawai Negeri Sipi! selanjutnya disingkat PNS adaiah Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud daiam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1974 t^ntartg Pokok-pokok Kepegawaian jo \Jr^ang-utidang 
Newer 43 Tahun 1999 tentang Pcrubahan Atcs Undang-ur.dcng 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepeaawaian. 

BAB I I 

KEDUDUKAN, TUG AS DAN WEWENANG 

Pasa! 2 

PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Gubemur melalui Plmplnan Unit Organisasinya. 

Pasal 3 

PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 
Daiam mclaksanakan tugasnya, PPNS Doerah dapat meminta 

a . . J — . - U - . — . A , . _ . . . . . . : . J : l s _ _ L « n « J « . . . . . . . ,:.rJ;l.< D O ' ^ T 

p« I urijurv u u n u u m u u i i i j i w m u i i n«puuu yx.ii jr nJirs i , 

Pasai 4 

(1) 

(2) 

Untuk mclaksanakan tugas tersebut da.'am Pasa! 3 Pzraturar, Daerah ini, 
PPNS Daerah mempunyai wewenang • 

a . menerima iaporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

b. melakukan tindakan pertamo pada saat itu di tempat kejadian dan 
melakukan pemeriksaan ; 
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c. menyuruh berhenti sesorong tersongka don memeriksa tonda pengmal 
diri tersangka ; 

d. melakukan penyifaan benda dan atau surat ; 
c. mcngambi! sidik ja r i dan mwnctrct tersangka ; 
f . memanggil orang untuk 6\dengor dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi ; 
g. mendatangkan saksi ahli daiam hubungannya dengon pemeriksaan 

pzrk&ra ; 
h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapot eukup 

bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut 

i . melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pasal 5 

Daiam melaksanakari tugasnya PPNS Daerah berada dibawah kecrdinasi 
dan pengawasan Penyidik POLRI. 

DAD T T T 

RCMN6 UN6KUP 

Ruang lingkup penyidikan PPNS Daerah adaiah pelanggaran terhadap 
Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai sanksi 
pidono. 
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BAB IV 

rIArC DAN KEWAJI8AN 

Pasal 7 

(1) Kepada PPNS Daerah disamping hak-haknya sebaguimaoa 
dJtentL'kcn daiam Vr.dcng-Ur.dcng Nomor S Tahun 1974 terrtar$ 
Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian dapat diberikan uang irisentif. 

(2) Besamya uang Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini 
ditetapkan dengan Keputusan Subemur. 

Pasal 8 

i i i w i_/u<bi u u 11iciiipvJMyui f\Crvujiuvir i • 

a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau 
pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Pzraiuran 
Daerah ; 

b. Daiam hal PPNS Daerah telah mulai melakukan penyidikan terhadap 
suatu peristiwa yang merupakan pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS 
Daerah memberitahukan ha! tersebut kepada Penuntut Umum melaiui 
penyidik POLRI ; 

c. rnenyerahkan nasi! penyidikannya kepada Penyidik POLRI sesuai 
Peraturan Pcrundang undangan yang berlaku ; 



d. membuot berito acoro setlap tindokon dalom hoi : 

1) pemeriksaan tersangka ; 
2) pemasukan rumen ; 
3) penyitaan barong ; 
4) pemeriksaan saksi ; 
5) pemeriksaan tempat kejadian. 

e. membuat lanoran oelaksanaan tuaas keoada Gubernur melaiui Pimoinan 
Unit Organisasinya masing-masing. 

BAB V 

MrNTFSTl/ A Kt nCKtr A A T" A %. I 
nAN PEMBERHENTIAN 

Pasai 9 

PNS yang akan diongkct menjodi PPNS Daerah wajib mengikuti 
pendidikan khusus, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

o___i 1 n 
I U » U I * V 

(1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oieh Gubernur kepada Menteri 
Kehakiman dan HAM melaiui Menteri Daiam Negeri dan Otonomi 
K A A M ^ L I J A I A I M L A ! C « l f M « J i 4 M l N T Mh .J 1 ^ A «*. M» A M t*\ Â  I A M * 
hsu«>l u < « , u u i u i n K U I i r I I w>«-r\( » > u i l~> vr<*fty<fri u i V V ^ A I ' I « > < I I « > I I V U I W I I 

Negeri dan Otonomi Daerah. 

(2) S y a r a t - s y a r a t PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS Daerah 
M tX I A \r* * 

a. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I ( I l / b ) 
dan setinggi-tingginya Penata Muda ( I I I / a ) ; 
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BAB V I 

Posol 12 

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meiiputi: 

a. Pembinaan Umum ; 
b. Pembinaan Khusus. 

(1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pasai 12 huruf a Peraturan 
Daerah ini merupakan kewenangan Menteri Daiam Negeri dan 
Otonomi Daerah daiam ha! ini Pusat Kojicn Hukum dan Ksbijckan 
Daerah S e k r e t a r i a t J e n d e r a l DeDartcmen Daiam Neaeri dan 
Otonomi Daerah yang meiiputi: 

a. Ksbijaksonaan bidang pendidikan / pslatihon; 

b. Kebijaksanaan penyusunan program; 

t. Rapat-rapct koordinasi. 

(2) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b meiiputi : 

a. Pembinaan teknis yuridis oleh Penyidik POLRI; 

b. Pembinaan teknis adtninistrasi oieh Gubernur atau pejabat yang 
• i u i i^jwr\ f 

c. Pembinaan teknis operasionai oieh Pimpinan Unit masing-masing. 
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BAB V I I 

Pasal 14 

(1) PPNS Daerah sebelum melaksanakan tugasnya haras terleblh duhulu 
mengangkat sumpeh/janji den dilantik oieh Guberriur atau pejabat 
lain yang ditunjuk 

(2) Tata Cara Pengangkatan Surrtpah/Janji dan Pelantikan diatur lebih 
lanjut dengar. Keputusan Gubernur. 

SAB V I I I 

PAKAIAN DINAS LAPANGAN 

Pasa! 15 

(1) Pakaian Dinas Lapangan PPNS Daerah terdiri atas ; 

a. Pukcsan Dinas pria 

b. Pakaian Dinas wanita : 

c. Pakaian Dinas wanita harr.il. 

(2) Bentuk Pakaian Dinas dan atribut PPNS Daerah diatur iebih lanjut 
dengan Neputusan Gubernur. 

http://harr.il


BAB I X 

KARTU TANDA PENGENAL 

Pasai 16 

(1) PNS yang telah memenuhi syarat-syarat •ferientu untuk diangkat 
atau mutasi sebaaai PPNS Daerah diberikan Kartu Tanda Penoenal 
oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Masa berlakunyc Kartu Tanda Pengene! dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini berlaku untuk Jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 
tanggai dikeiuarkannya. 

(3) Kartu Tends Peftganal PPNS Daerah meiiputi '• 

a. Bentuk empat persegi panjang ; 
b. Panjang 9 ,5 cm dan lebar 6 ,5 cm ; 
c. Warns Kartu Tanda Pengenai PPNS Daerah baglan depan wama 

putih dan baaian belakang warna hijau tua. 

(4) Bentuk Kartu Tanda Pengenai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini adaiah sebagaimana tercantum pada Lamplran Peraturan Daerah 
ini. 

D 1 1 7 

(1) Seteiah berakhimya masa berlaku Kartu Tanda Pengenai, dapat 
diusulkan perpanjangannya. 

(2) Syarat-syarat bahon kelengkapan usu! perpanjangan Kartu Tanda 
Pengenai PPNS Daerah diatur iebih lanjut dengan Keputusan 
Gubernur. 



(3) PzrpQnjangQr) Kartu Tanda Pengena! PPNS Daerah harus diajukan 
seiambat-lambatnya doiam waktu 2 (dua) minggu sebeium berakhir 
masa berlukunyu oleh Unit Organisasi PPNS Daerah kepada Gubertiur 

i D A ! ^ f W ^ 4 > W * M * . * J I M St i l / 

BAB X 

PEIAKSANAAN PENE6AKAN PERATURAN DAERAH 

Pasal 18 

PPNS Daerah yang telah dilantik dapat me.'akssnakan penyidikan 
Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku, 

Pasa! 19 

Pedoman teknis penyidikan peianggaran Peraturan Daerah oieh PPNS 
t\ . U J; k.... i_t_:u I - - : . . * J 1/ jl. C~. 
U U ^ I U K U I U I U I i I U I I J U I u « t « i y u r i M t p u i U M i n wuuu i <ui . 

BAB X I 

PEMBIAYAAN 

Pasal 20 

(1) Biays peiaksanaan tugas-tugas penyidikan pelanggaran Peraturan 
Daerah secara operational di lapangan dibebankan pada APBD 
Propinsi Nusa Tenggara Timur meiaiui b'mas / Instansi / Unit kerja 
PPNS Daerah yang bersangkutan berfugas. 

(2) Biaya peloksanaon pembinaan teknis administrosi. kegiaton 
pengawasan dan pengendaiian penegakan Peraturan Daerah dan biaya 
pengadaan Paka\ati Dinas termasuk atribut PPNS Daerah dibebankan 



BAB X I I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Dengan berlakunya Peruturan Daerah ini maka Peruturan Daerah Prvpiruii 
Daerah Tl.ngket I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Penvidik Peaawai Neaeri Sipil dinvatakan tidak berlaku laai. 

Pasal 22 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundanakan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penguridangan Peraturari 
Daerah in! de^an penempotannya daiam Lembaran Daerah. 

LEMBARAN JDAEftAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
TAHUNUflWN0MOK 0 3 / S E R I D NOMOR 0$/. 



PENJELASAN 

AT AS 

PERATURAN DAERAH 
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR 3 TAHUN 2001 

TENTANG 

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL D I 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI 

NUSA TENGGARA TIMUR 

I.PENJELA5AN UMUM. 

Penyidik Pegawai Negeri SipiS sesuai Undang undang No.T.cr S 
Tahun 1981 tentang KUHAP mempunyai wewenang melakukan penyidikan 
sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing -
masing dan daiam peiaksanaan tugasnya beraaa dibawah Koordinasi dan 
• engawasan i enysu! k POLRI. 

Dan sesuai Pasal 74 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah bahwa keberadaan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipi! menjadi kewenangan Daerah dan ditetapkar. dengan 
Peraturan Daerah, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipi! Daerah 
hanya mempunyai kewenangan - meiakukan penyidikan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana. 

Dalo.m rnngko penegakan dan penyidikan pelanggaran ketentyan-
ketentuan Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana. maka 
keberadauri Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa 
sangot diharapkan. 



Sanksi pidoncj yang diatur daiam Peraturan Daerah adaiah sanksi 
pidana peianggaran. karena jenis tindak pidana yang diatur daiam 
Undur»g-urtduftg Nomor 22 Tahun 1999 dtklasifikasikan sebagai tindak 
pidana pelanggaran. 

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 
1935 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selama ini 
diberlakukan yang merupcken penjabarcn dari Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan 
Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang 
Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipi! di Lingkungan 
P o M t A n i r v T / t l * rtQapttti " f H o h +irl/> 1/ A/ir\n+ A\\r\*»y*\s*[ti tUnri I/•>/•»! rtlffW \f r\r*o*s*\ 

• ^ * * M W « • *u* U %•< • « « W * « U t t f * « * U t W ****** M • W i M W i I M n y i M M i l U j i l W I W 4 I • ««*fl **>m 
telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Beberapa hal yang tidak diatur daiam Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1985 tetapi 
diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 4 Tahun 
1997 yang mencabut Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 23 

i U M U M t ^ u u i « • ^ c u u i , u n i u i u l u i r i n o t f i C u r y u p K « U U U U I S U M ( I I U F S U U I I 

Kewcjibon, Pendidikan, Mutasi dan Pemberhentian, Kartu Tanda 
Pengenai, Peiaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan 
terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipii, juga hai-hai lain yang periu 
diatur sebagai upaya psningkatan kinerja seperti masalah pengawasan, 
tata kerjo. 

Disamping itu syarat - syarat pengangkatan yang diatur daiam 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur 
Nomor 14 Tahun 1985 menyangkut pendidikan khusus, bukan 
merupakan persyaratan mutiak yang harus dipenuhi untuk dapat 
diangkat sebagai seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipii sebagaimana 
# ) i f n 4 A n l / A i « *i **\y^**r* D A H H 4 I ( M A M M INAIMHV* KIf»******i \*.\**h*n**** A " T ^ U j f M 
S i T « , T u p i % u n u u i u i h > •%** U I U I U i I » M « * « i f « » i • w u i u i l i l\iZij%*T • i n w n w f • • U M U M 

1997. 



Dan sebagai pembinaan lebih lanjut terhadap Penyidik Pegawai 
Negeri Sipii telah ditetapkan Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 
30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Laoangun PPNS di Llngkungan 

Tahun 1999 tentang Pelontikcn dan Sumpah/ Janji Penyidik Pegewai 
Negeri Sipil di Ungkungan Pemerintah Daerah. 

Sehubungan dengan begitu pentingnya peranan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil dnn agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja 
dengan optimal periu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa 
Tunggam Timur tentang Penyidik Pegawai Negeri 5ipil. 

I I . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

r»-._-.i 1 1 _ J - i a . /"..!>.._ i - i — r u 5 u i x urigrtU A » / o -r . v u n u p J » i a > . 

Pasal 1 angka 5 Undang-undang sesua< Pasal ini adaiah 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
i C F I I u r y i «i| I O I ir 11 u n u i i l y u v i u n « U J U I / ~T U J T U I 

CP'S \rf\<nri \r\or\^ttr,\i\ : 
Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk 
Pejabat lain yang diberi tugas untuk 
melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran 
cstas ketentuan Peraturan Daerah. 

r a s a i 1 angka 6 • Cukup j e i a s . 

Pasa! 2 : Cukup jeias. 

Pasal 3 Peraturan rerundang - undangan yang 

1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Kitab Undang-undang Hukum 
Acaru Pidana. 



2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
i983 tentang Peiaksanaan Kitab Undang-
undang nukurn Acara Pidana. 

w . • v i v« i w * v»»t r i I V I I i v i i w w » w * f * i > v w w * • M V M I V I • 

Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipii di Lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

4. Keputuson Menteri Kehakiman Nomor M -
04.PW 07.03 Tahun 1984 tentana 
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipii. 

5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 
M.18.PW.07.03 Tahun 1993 tentcng 
Petunjuk Peiaksanaan Pengusuian 
Pengangkaran dan Pemberhentian Penyidik 
Pegawai Negeri Sipii. 

Pasal 4 s/d 7 Cukup Jeias. 

Pasal 8 : Huruf d Nomor 2) PPNS Da*r«h hanya 
diperbolehkan masuk rumah, sedangkan 
tindakan penggeledahan dilakukan bersama 
PenyiaiK P U L K I . 

Pasa! 9 Yang dimaksud dengan pendidikan khusus 
adaiah pendidikan yang mengacu pada 
Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 
it 1 a D U ; c\7 r\o T - U . . - I Q O O tentsr-s 
I M . <* w. i » , v i , v i / i U I I U I I 1 7 7 n i <s.ii i w i i y 

Petunjuk Pe'aksanaan Pengusuian Peng-
anqkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai 
Negeri Sipii dan Petunjuk Teknis ICepaia 
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Posol 1 1 : - Alasan PPNS Daerah diberhentikan dari 
jabatarmya mengacu pada Peraturan Menteri 
Daiam Negeri Nemor 4 Tahun 1997 tentang 

Pemerintah Daerah. 

- rrhiS Daerah diberhentikan dari jubatunnya 
fl+rt* ni9i**f\li*x$f%f%i \ *enAlr*\ Aawtftmn n l / t c o - i 

tertentu yaitu aiasan yang dapat diterima 
akai sehat dan dapat dipertanggung-
jawabkan. 

- PPNS Daerah diberhentikan dari Jabatannya 
karena berakhirnya batas waktu sesuai 
syarat-syarat PPNS Daerah, yaitu batas 
waktu sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf a 
dan g. 

Pasal 12 : - Vang dimaksud dengan pembinaan umum 
adaiah pembinaan menyangkut administrasi 
pendidikan, keoeaawaian dan kesejahteraan 
PPNS Daerah. 

- Yang dimaksud dengan pembinaan khusus 
adaiah pembinaan yang sifatnya teknis 
operasionai. 

Pasal 13 ayat (1) : Cukup^elas. 

asai 10 ayaT \Zj remoinaan reKnis yuriais oieh renyiaiK r U u K i 
*\ f4 *-* \ N A M t U l M M M M <t«*|/M|i#* <J lb^« 
W W U I U I i J V I M U I I I U U I f • v*"** !••»• i v i i > i u m u i j , 

Pasai 14 s/d i 7 : Cukup jeias. 



Berdcsarkon Peraturan Menteri Daiam 
Negeri Nomor 4 Tahun i997 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipi! di Llngkungun Pemerintah 
Daerah, bahwa PPNS Daerah yang telah 
dilantik dapat melaksa-nakan penyidikan 
peianggaran Peraturan Daerah sesuai dengan 
dasar hukum yaitu Peraturan Daerah yang 
menjedi kewe-nangcrsnye don wilayeh kerje 
mas)no-masina yaitu wilavah keria vena 
ditetapkan daiam Peraturan Daerah. 

Cukup Jeias. 


